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INFO ARTIKEL ABSTRAK

Untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik,
dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui
Pengabdian Kepada sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi SIPROTANI
Masyarakat; (Sistem Informasi Proposal Dinas Ketahanan Pangan,
SIPROTANI; Pelayanan Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias). Kegiatan
Publik; SPBE; Proposal menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan
Digital. sosialisasi, demonstrasi, praktik langsung, dan pendampingan
kepada aparatur dinas serta perwakilan kelompok tani. Hasil
kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami
fungsi aplikasi, mengoperasikan fitur utama SIPROTAN], serta
melakukan simulasi pengajuan dan verifikasi proposal sesuai
prosedur. Kegiatan ini mendukung penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berkontribusi
terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta
kualitas pelayanan proposal di Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias.
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ARTICLE INFO ABSTRACT

Keyword: To support the digital transformation of publik services, Community Service
activities are carried out through socialization and training on the use of the
SIPROTANI application (Proposal Information System Of The Nias Regency
Department Of Food Security, Agriculture, and Fisheries). The activity uses a
participatory approach through the stages of socialization, demonstrations,
direct practice, and assistance to official officials as well as representatives of
farmer groups. The results of the activity showed that participants were able to
understand the functions of the application, operate the main features of
SIPROTANI, and simulate the submission and verification of proposals
according to procedures. This activity supports the implementation of the
Electronic-Based Government System (SPBE) and contributes to increasing the
effectiveness, efficiency, transparency, and quality of proposal services at the
Nias Regency Food Security, Agriculture, and Fisheries Office.

Community Service;
SIPROTANI; publik
services; SPBE;
Digital Proposal.
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PENDAHULUAN

Sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan merupakan salah satu penggerak
utama perekonomian di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan analisis
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias dalam Nias Dalam Angka
2026 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Nias (Nias, 2026), sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten
Nias tahun 2025, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada
PDRB atas dasar harga berlaku, sektor ini berkontribusi sebesar Rp. 2.815,15 miliar, lebih
tinggi dibandingkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial
wajib sebesar Rp. 699 miliar serta sektor konstruksi sebesar Rp. 554 miliar. Sementara
itu, pada PDRB atas dasar harga konstan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.555 miliar, diikuti sektor administrasi
pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 373 miliar serta sektor
konstruksi sebesar Rp. 297 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor
pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian sekaligus sumber mata
pencaharian utama masyarakat Kabupaten Nias (Halawa & Pakpahan, 2024).

Potensi sektor ini didukung oleh berbagai komoditas, meliputi tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budi daya. Namun
demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat
keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum
optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan dan
pembangunan sektor pertanian maupun perikanan (Omirais Lawolo & Kalva Fernando
Pelawi, 2022). Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Nias
masih termasuk salah satu daerah tertinggal sehingga diperlukan percepatan
pembangunan, termasuk melalui peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik
berbasis teknologi informasi (Republik Indonesia, n.d.).

Untuk mendukung optimalisasi pembangunan sektor ketahanan pangan, pertanian,
dan perikanan, diperlukan peran aktif pemerintah daerah melalui organisasi perangkat
daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di bidang
tersebut. Dalam konteks ini, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
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Kabupaten Nias memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Dinas ini
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 dan
mengemban tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib bidang pangan, urusan
pilihan bidang kelautan dan perikanan, serta urusan pilihan bidang pertanian (Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian, n.d.). Selain melaksanakan fungsi pembinaan terhadap
kelompok tani yang tersebar di sepuluh kecamatan, dinas juga menjadi pintu utama
dalam pelayanan administrasi pengajuan proposal bantuan sarana dan prasarana
pertanian maupun perikanan. Oleh karena itu, efektivitas layanan administrasi yang
diberikan oleh dinas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan
program pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Nias.

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis kebutuhan yang dilakukan bersama pihak
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias, diketahui bahwa
proses pengajuan proposal bantuan masih dilaksanakan secara manual. Kelompok tani
harus datang langsung ke kantor dinas untuk menyerahkan dokumen fisik, sedangkan
proses pencatatan, verifikasi, hingga penyampaian informasi status proposal masih
dilakukan secara konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan
menjadi kurang efektif dan efisien, menyulitkan pemohon dalam memantau
perkembangan proposal, serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pencatatan
maupun kehilangan dokumen. Selain itu, mekanisme pelayanan yang masih manual
juga belum sepenuhnya mendukung prinsip akuntabilitas, dan kemudahan akses
informasi yang menjadi tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik modern.
Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya transformasi layanan administrasi
melalui pemanfaatan teknologi informasi agar proses pengajuan proposal dapat
dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta mudah dipantau oleh
seluruh pihak yang berkepentingan.

Transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi merupakan
bagian dari implementasi E-Government. E-Government didefinisikan sebagai
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan
administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas layanan publik (Sangji & Irianto, 2025). Selain meningkatkan efisiensi
pelayanan, penerapan E-Government juga mendorong terciptanya tata kelola
pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, responsif, serta mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat secara lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi
(Irfan, 2023). Di Indonesia, implementasi E-Government diperkuat melalui Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong seluruh instansi
pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan layanan publik secara
digital, terintegrasi, dan berorientasi pada pengguna (Wahyudi & Putri, 2025).

Implementasi SPBE menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan
transformasi digital birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis, integrasi layanan,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Widodo, 2025). Bahkan, hasil penelitian
(Wijaya et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pelayanan publik
yang dilengkapi fitur pelacakan status secara real time mampu menurunkan waktu
penyelesaian layanan dari rata-rata lima hari menjadi dua hari serta meningkatkan
tingkat kepuasan masyarakat dari 65% menjadi 85%. Temuan tersebut menunjukkan
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bahwa digitalisasi administrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik secara terukur.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Kabupaten Nias menjalin kerja sama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu (KKT)
Program Studi Teknologi Informasi Universitas Nias dalam pengembangan dan
implementasi SIPROTANI (Sistem Informasi Proposal Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias) sebagai media pengajuan dan verifikasi
proposal bantuan secara daring. Melalui sistem berbasis web ini, proses pengajuan
proposal diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh
kelompok tani maupun aparatur dinas. Pengembangan sistem informasi serupa di
sektor pertanian telah dilakukan di berbagai daerah. Sebagai contoh, (Ganesha et al.,
2022) mengembangkan aplikasi mobile sistem informasi produk pertanian di Kabupaten
Buleleng yang terbukti mampu meningkatkan akurasi data pertanian dan mempercepat
alur pelaporan antarunit. Di sisi lain, (Wahyudi & Putri, 2025) menegaskan bahwa
implementasi SPBE tidak hanya menuntut tersedianya teknologi, tetapi juga perubahan
pola kerja organisasi dan kesiapan sumber daya manusia agar layanan berbasis TIK
dapat berjalan secara optimal.

Keberhasilan implementasi suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas
teknologi yang dikembangkan, tetapi juga oleh persepsi kemudahan penggunaan,
manfaat yang dirasakan, serta kesiapan pengguna dalam menerima teknologi tersebut.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi dan pelatihan
menyebabkan sistem informasi yang telah dikembangkan tidak dimanfaatkan secara
optimal. Sebagai contoh, (Abdiansyah, 2021) menemukan bahwa kurangnya sosialisasi
dan pelatihan pada implementasi sistem informasi desa mengakibatkan sistem yang
secara teknis telah siap dioperasikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hasil
serupa juga dilaporkan oleh (Assya et al., 2022) yang menunjukkan bahwa aparatur
pemerintahan cenderung kembali menggunakan prosedur manual karena belum
memahami cara mengoperasikan aplikasi yang tersedia. Oleh karena itu, keberhasilan
implementasi sistem informasi memerlukan strategi sosialisasi, pelatihan, dan
pendampingan yang mampu meningkatkan penerimaan teknologi oleh pengguna akhir
(Wibowo & Unsurya, 2021). Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai sistem
informasi pertanian maupun implementasi E-Government masih berfokus pada aspek
pengembangan teknis sistem, seperti perancangan basis data, pengembangan
antarmuka, dan pengujian fungsionalitas (Ganesha et al., 2022). Sementara itu, kajian
mengenai implementasi sistem melalui peningkatan kesiapan pengguna, khususnya
pada lingkungan pemerintahan daerah di sektor pertanian, masih relatif terbatas.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijembatani agar inovasi
teknologi yang telah dikembangkan dapat diadopsi dan dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini
dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu (KKT) Program Studi Teknologi
Informasi Universitas Nias bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian,
dan Perikanan Kabupaten Nias melalui kegiatan sosialisasi, demonstrasi, pelatihan, dan
pendampingan penggunaan aplikasi SIPROTANI. Kegiatan ini melibatkan 12 pegawai
dinas yang bertugas sebagai administrator dan verifikator sistem serta 3 perwakilan
kelompok masyarakat sebagai calon pengguna aplikasi. Karakteristik peserta yang
beragam menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi digital agar seluruh
pengguna mampu mengoperasikan SIPROTANI sesuai dengan fungsi dan
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kewenangannya. Melalui kegiatan ini diharapkan kemampuan pengguna dalam
memanfaatkan SIPROTANI meningkat sehingga proses pengajuan dan verifikasi
proposal bantuan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung optimalisasi
implementasi SIPROTANI, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik di sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Nias serta mendukung
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah
daerah (Sipayung et al., 2025).

METODE

Kegiatan PKM dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Kabupaten Nias pada 30 Juni 2026. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini
dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach), yaitu
pendekatan yang melibatkan mitra secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.
Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai
aplikasi SIPROTAN!]I, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem
secara mandiri pada proses pengajuan maupun verifikasi proposal bantuan.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, demonstrasi,
praktik langsung, pendampingan, dan evaluasi.

Sasaran kegiatan terdiri atas aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan
Perikanan Kabupaten Nias yang bertugas sebagai administrator dan verifikator aplikasi
SIPROTAN!I, serta perwakilan kelompok tani sebagai pengguna aplikasi. Jumlah peserta
yang mengikuti kegiatan sebanyak 15 orang yang terdiri atas 12 orang aparatur dinas
dan 3 orang perwakilan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias mengenai jadwal pelaksanaan,
sasaran kegiatan, serta kebutuhan sarana dan prasarana. Selain itu, tim menyiapkan
materi sosialisasi, modul penggunaan SIPROTANI, akun pengguna, perangkat
komputer, jaringan internet, dan perlengkapan pendukung lainnya.

2. Tahap Sosialisasi
Tahap sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai
pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik serta manfaat penggunaan
aplikasi SIPROTANI. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar SIPROTANI,
tujuan pengembangan aplikasi, manfaat penggunaan sistem, alur pengajuan
proposal secara digital, serta mekanisme verifikasi proposal oleh administrator.

3. Tahap Demonstrasi
Pada tahap ini tim pelaksana memperagakan penggunaan aplikasi SIPROTANI
secara langsung. Demonstrasi meliputi proses registrasi akun, login ke sistem,
pengisian formulir pengajuan proposal, unggah dokumen persyaratan, pemantauan
status proposal, proses verifikasi oleh administrator, hingga penyampaian hasil
verifikasi kepada pemohon.

4. Tahap Praktik Langsung
Setelah demonstrasi selesai, peserta melakukan praktik secara mandiri
menggunakan aplikasi SIPROTANI. Peserta diminta mencoba seluruh tahapan
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penggunaan aplikasi sesuai peran masing-masing, baik sebagai pemohon maupun
sebagai administrator.

Tahap Pendampingan

Tim PKM memberikan pendampingan secara langsung kepada peserta selama
praktik berlangsung. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta yang
mengalami kendala teknis maupun kesulitan memahami alur penggunaan aplikasi
sehingga seluruh peserta mampu mengoperasikan SIPROTANI secara mandiri.
Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan PKM. Evaluasi
dilaksanakan melalui observasi terhadap kemampuan peserta selama praktik,
wawancara, diskusi, untuk mengukur tingkat pemahaman, keterampilan, dan

kepuasan peserta terhadap penggunaan aplikasi SIPROTANI.

Berikut adalah diagram alur tahapan pelaksanaan:

Persiapan |

Sosialisasi »{ Demonstrasi |»{Prakiik Langsung -» Pendampingan Evaluasi

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator yang disajikan pada

Tabel 1.
Tabel 1. Indikator Keberhasilan
Aspek Indikator Keberhasilan Metode Evaluasi
Pengetahuan | Peserta memahami tujuan, fungsi, dan manfaat Eawancara
SIPROTANI
Keterampilan | Peserta mampu melakukan registrasi, login, | Observasi praktik
pengajuan proposal, unggah dokumen, dan
pemantauan status proposal
Penggunaan | Aparatur dinas mampu melakukan verifikasi | Observasi dan
proposal melalui SIPROTANI secara mandiri simulasi
Kepuasan Peserta memberikan respon positif terhadap | Wawancara dan
kemudahan  penggunaan  aplikasi  dan diskusi
pelaksanaan kegiatan
Keberlanjutan | SIPROTANI mulai dimanfaatkan sebagai media Monitoring
pengajuan dan  verifikasi  proposal di penggunaan
lingkungan  Dinas  Ketahanan  Pangan, aplikasi
Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan PKM

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias melalui pendekatan partisipatif
dengan melibatkan aparatur dinas dan perwakilan masyarakat sebagai peserta utama.
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak mitra untuk menyusun
jadwal kegiatan, menentukan peserta, serta mempersiapkan sarana dan prasarana
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pendukung, seperti ruang pelatihan, perangkat komputer, jaringan internet, serta akun
pengguna SIPROTANI yang digunakan selama kegiatan berlangsung.

R P

Gambar 2. Koordinasi Mengenai Kegiatan PKM

Tahap berikutnya adalah sosialisasi mengenai pentingnya transformasi digital dalam
pelayanan publik serta pemanfaatan aplikasi SIPROTANI sebagai media pengajuan
proposal bantuan secara daring. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang
pengembangan SIPROTANI, manfaat penggunaan aplikasi, alur pengajuan proposal,
proses verifikasi oleh administrator, serta manfaat sistem dalam meningkatkan
efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Selama
penyampaian materi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui diskusi aktif
mengenai perubahan mekanisme pelayanan dari sistem manual menuju sistem digital.
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Gambar 3. Penyampaian Materi Sosialisasi

Setelah kegiatan sosialisasi, tim PKM melakukan demonstrasi penggunaan aplikasi
SIPROTANI secara langsung. Demonstrasi dimulai dari proses registrasi akun, login ke
sistem, pengisian formulir pengajuan proposal, unggah dokumen persyaratan,
pemantauan status proposal, hingga proses verifikasi proposal oleh administrator.
Demonstrasi dilakukan secara bertahap sehingga peserta dapat memahami setiap fitur
yang tersedia dalam aplikasi.
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Gambar 4. Demonstrasi Penggunaan SIPROTANI

Selanjutnya peserta diberikan kesempatan melakukan praktik secara mandiri
menggunakan akun yang telah disediakan. Pada tahap ini peserta melakukan simulasi
pengajuan proposal sesuai prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan
aparatur dinas melakukan simulasi proses verifikasi proposal melalui akun
administrator. Selama praktik berlangsung, tim PKM memberikan pendampingan
secara langsung kepada peserta yang mengalami kendala teknis maupun kesulitan
dalam memahami alur penggunaan aplikasi.
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Gambar 5. Praktik dan Pendampingan Penggunaan Sistem

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan, peserta mampu mengikuti
seluruh tahapan penggunaan aplikasi dengan baik. Kendala yang muncul pada awal
praktik umumnya berkaitan dengan proses login, pengunggahan dokumen, serta
navigasi menu aplikasi. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan langsung
sehingga seluruh peserta berhasil menyelesaikan simulasi penggunaan SIPROTANI
sesuai dengan peran masing-masing.

Ketercapainya Tujuan dan Indikator Keberhasilan

Pelaksanaan kegiatan PKM bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan
aparatur dinas serta masyarakat dalam memanfaatkan SIPROTANI sebagai media
pengajuan dan verifikasi proposal bantuan secara digital. Berdasarkan hasil observasi,
wawancara, dan diskusi bersama peserta, tujuan kegiatan secara umum telah tercapai.
Kegiatan diikuti oleh 15 peserta yang terdiri atas 12 aparatur dinas dan 3 perwakilan
kelompok tani. Hasil observasi menunjukkan bahwa 13 peserta (86,67%) mampu
melakukan registrasi akun, login, pengajuan proposal, dan unggah dokumen secara
mandiri. Sementara itu, 2 peserta (13,33%) masih memerlukan pendampingan pada
tahap awal, terutama dalam proses pengunggahan dokumen dan navigasi menu
aplikasi. Seluruh aparatur dinas berhasil melakukan simulasi verifikasi proposal melalui
akun administrator sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

10
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Tabel 2. Ketercapaian Tujuan

Tujuan Kegiatan Indikator Keberhasilan Hasil
Memberikan =~ pemahaman | Peserta memahami fungsi | Seluruh peserta
mengenai SIPROTANI dan manfaat aplikasi memahami fungsi

SIPROTANI
Meningkatkan keterampilan | Peserta mampu | 86,67% peserta mampu
penggunaan aplikasi melakukan registrasi, | mengoperasikan aplikasi

login, pengajuan proposal,

unggah dokumen, dan

pemantauan status

proposal
Meningkatkan kemampuan | Aparatur mampu | Seluruh aparatur berhasil
aparatur dalam melakukan | melakukan verifikasi | melakukan simulasi
verifikasi proposal proposal melalui | verifikasi

SIPROTANI
Mendukung implementasi | SIPROTANI mulai | Tercapai
digitalisasi pelayanan publik | dimanfaatkan sebagai

media pengajuan dan

verifkasi proposal

Berdasarkan Tabel 2, seluruh indikator keberhasilan kegiatan telah tercapai. Peserta
tidak hanya memahami konsep dan fungsi SIPROTANI, tetapi juga mampu
mempraktikkan penggunaan aplikasi sesuai dengan peran masing-masing. Hal ini
menunjukkan bahwa metode sosialisasi, demonstrasi, praktik langsung, dan
pendampingan yang diterapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam
memanfaatkan SIPROTANI sebagai media pengajuan dan verifikasi proposal secara
digital. Hasil wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa penggunaan
SIPROTANI dinilai lebih praktis dibandingkan mekanisme sebelumnya karena proses
pengajuan proposal dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke
kantor dinas. Aparatur dinas juga menyampaikan bahwa aplikasi membantu proses
verifikasi menjadi lebih sistematis serta mempermudah pengelolaan data proposal.

Keunggulan dan Kelemahan Luaran

Luaran utama kegiatan PKM ini adalah meningkatnya kemampuan aparatur dinas dan
masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi SIPROTANI sebagai media pengajuan
proposal secara digital. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, aplikasi SIPROTANI
memiliki beberapa keunggulan. Pertama, proses pengajuan proposal dapat dilakukan
secara daring sehingga mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke
kantor dinas. Kedua, masyarakat dapat memantau status proposal secara mandiri
melalui aplikasi sehingga meningkatkan transparansi pelayanan. Ketiga, aparatur dinas
memperoleh kemudahan dalam melakukan verifikasi dan pengelolaan data proposal
secara terintegrasi. Selain itu, penggunaan SIPROTANI turut mendukung penerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian
peserta masih memerlukan pendampingan pada tahap awal penggunaan aplikasi
karena belum terbiasa menggunakan sistem berbasis web. Selain itu, kualitas jaringan
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internet pada beberapa lokasi masih menjadi kendala yang memengaruhi kelancaran
proses praktik penggunaan aplikasi.

Tingkat Kesulitan Pelaksanaan dan Peluang Pengembangan

Pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa
kendala teknis selama proses sosialisasi dan praktik. Tingkat kemampuan peserta dalam
menggunakan teknologi digital cukup beragam sehingga diperlukan pendampingan
secara intensif, terutama bagi peserta yang baru pertama kali menggunakan aplikasi
berbasis web. Kendala lain yang ditemui adalah kestabilan jaringan internet yang belum
merata sehingga memengaruhi kecepatan akses aplikasi pada beberapa sesi praktik.
Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghambat pencapaian tujuan kegiatan
karena seluruh peserta berhasil menyelesaikan simulasi penggunaan aplikasi dengan
bimbingan dari tim PKM.

Ke depan, SIPROTANI memiliki peluang untuk dikembangkan melalui penambahan
fitur notifikasi otomatis kepada pemohon, integrasi dengan tanda tangan elektronik,
pengembangan aplikasi berbasis Android, penyajian dashboard statistik pelayanan,
serta integrasi dengan sistem pelayanan pemerintah daerah lainnya. Pengembangan
tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta
memperluas pemanfaatan SIPROTANI pada sektor pertanian dan perikanan di
Kabupaten Nias.

Pelaksanaan kegiatan PKM menunjukkan bahwa sosialisasi, demonstrasi, praktik
langsung, dan pendampingan merupakan tahapan penting dalam mendukung
keberhasilan implementasi sistem informasi di lingkungan pemerintahan. Ketersediaan
aplikasi SIPROTANI sebagai inovasi pelayanan publik tidak akan memberikan manfaat
yang optimal apabila pengguna belum memiliki pemahaman dan keterampilan dalam
mengoperasikannya. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini berperan sebagai jembatan
antara pengembangan teknologi dengan implementasi di lapangan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami fungsi SIPROTANI
serta mengoperasikan aplikasi untuk melakukan pengajuan maupun verifikasi proposal
secara mandiri setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Temuan ini sejalan dengan
penelitian Abdiansyah (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
sistem informasi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pengguna melalui kegiatan
sosialisasi dan pelatihan. Hasil ini juga mendukung kegiatan PKM yang dilaporkan oleh
Assya et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung mampu
meningkatkan kompetensi aparatur dalam memanfaatkan sistem informasi berbasis
digital.

Selain meningkatkan kompetensi pengguna, implementasi SIPROTANI memberikan
dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi. Proses
pengajuan proposal yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan
secara daring sehingga mempermudah masyarakat dalam mengajukan proposal dan
memantau status pengajuan. Bagi aparatur dinas, sistem ini membantu proses verifikasi
menjadi lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih transparan. Hasil tersebut sejalan
dengan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan
pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan
publik. Implementasi SIPROTANI juga mendukung penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
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Nomor 95 Tahun 2018. Digitalisasi proses pengajuan dan verifikasi proposal melalui
SIPROTANI menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu
meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pengguna
dalam mengoperasikan aplikasi, tetapi juga mempercepat implementasi transformasi
digital pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias.

Dari sisi mitra, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan
aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi pada proses pelayanan administrasi.
Masyarakat sebagai pengguna juga memperoleh pemahaman mengenai mekanisme
pengajuan proposal secara daring sehingga proses pelayanan menjadi lebih mudah,
transparan, dan efisien. Peningkatan kompetensi pengguna tersebut menjadi modal
penting dalam mendukung pemanfaatan SIPROTANI secara berkelanjutan sebagai
media pelayanan proposal di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan
Perikanan Kabupaten Nias.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil mendukung implementasi SIPROTANI
di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias melalui
peningkatan kompetensi aparatur dan masyarakat sebagai pengguna aplikasi. Dengan
demikian, tujuan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses
pengajuan proposal masyarakat melalui pemanfaatan SIPROTANI dapat tercapai sesuai
dengan sasaran yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui sosialisasi, demonstrasi,
praktik langsung, dan pendampingan penggunaan aplikasi SIPROTANI telah
terlaksana dengan baik di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Kabupaten Nias. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan
aparatur dinas serta perwakilan masyarakat dalam mengoperasikan SIPROTANI
sebagai media pengajuan dan verifikasi proposal bantuan secara digital. Berdasarkan
hasil observasi, wawancara, dan diskusi selama pelaksanaan kegiatan, peserta mampu
memahami alur penggunaan aplikasi, mulai dari registrasi akun, pengajuan proposal,
unggah dokumen, hingga proses verifikasi dan pemantauan status proposal.

Implementasi SIPROTANI memberikan beberapa keunggulan, antara lain
mempermudah proses pengajuan proposal secara daring, meningkatkan transparansi
melalui pemantauan status proposal, mempercepat proses verifikasi, serta mendukung
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Nias. Meskipun demikian,
pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti perbedaan tingkat
literasi digital peserta dan ketergantungan terhadap ketersediaan jaringan internet yang
stabil, sehingga pada tahap awal penggunaan masih diperlukan pendampingan secara
langsung.

Ke depan, SIPROTANI memiliki peluang untuk terus dikembangkan melalui
penambahan fitur notifikasi otomatis kepada pengguna, integrasi dengan tanda tangan
elektronik, pengembangan aplikasi berbasis perangkat bergerak (mobile), serta integrasi
dengan sistem pelayanan pemerintah daerah lainnya. Pengembangan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas pemanfaatan
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aplikasi, serta mendukung transformasi digital yang berkelanjutan di sektor pertanian,
ketahanan pangan, dan perikanan Kabupaten Nias.
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